
SALINAN

GUBBRNUR BENGKULU
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR I TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROViFqSI BENGKUL,U NOMOR 7

TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah

Provinsi Bengkulu telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan

Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang

dalam pelaksanaannya mengalami hambatan

sehingga perlu untuk disempurnakan serta

disesuaikan terhadap kondisi pemungutan pajak dan

retribusi di Provinsi Bengkulu saat ini dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

terItang Perubahan Atas Peraturan Daerah PrQvinsi

Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah;

b.

C.
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Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Propinsi Bengktllu (I,embara_n Negma

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 192

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2828) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Urldang Nomor 6 Tahu_n 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (l£mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (l£mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842};

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967

dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu

(l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2854) ;

2.

3.

4.

5.

6.

7
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan l£mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

$eba_gajrna_na telal! dIy_ball (j_engel! peratura_n

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l£mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,

Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 202 1 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara

Republik Indonesia_ Tahun 202 1 NoIrlor 44,

Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6881) ;

Peraturan MerIted Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1781);

9.

10.

11.

12.

13
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14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Bengkulu (l£mbaran Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8} ,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Bengkulu Nomor I Tahun 202 1 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 202 1

Nomor I, Tambahan I£mbaIan Daeral! Provinsi

Bengkulu Nomor I);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor I Tahun

2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022

Nomor I), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor I Tahun

2023 tentang Perubahan Atas Perat:u_ran Daerah

Provinsi Bengkulu Nomor I Tahun 2022 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (l£mbaran Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor I, Tambahan

l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor I);

15.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 7

TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu

Tahun 2023 Nomor 7) diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasa1 5 ayat (6) huruf d dan huruf f diubah,

sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasa1 5

(1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2

(dua) unsur pokok, yaitu:

a. Nilai jual Kendaraan Bermotor; dan

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat

kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan

akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

(2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk kendaraan

Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan Nilai
Jua1 Kendaraan Bermotor.

(3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2)

ditentukan berdasarkan harga Pasaran Umum atas

suatu Kendaraan Bermotor.

(4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan

berdasarkan harga pasaran umum pada minggu

pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

(5) Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang

diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

(6) Dalam hal harga Pasaran Umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, Nilai Jual

Kendaraan bermotor dapat ditentukan sebagian atau
seluruh dari faktor-faktor berikut:

a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan

atau satuan tenaga yang sama;

b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum

atau pribadi;

c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek

Kendaraan Bermotor yang sama;

d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun

pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
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e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat

Kendaraan Bermotor; dan

f. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan

Bermotor sejenis.

(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dinyatakan dalam koefisien, dengan pengertian

sebagai berikut:

a. Koefisien sama dengan I (satu) berarti kerusakan

jalan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh

penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut

dianggap masih dalam batas toleransi; dan

b. Koefisien lebih besar dari I (satu) berarti

kerusakan jalan dan/ atau pencemaran

lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor

tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung
berdasarkan faktor–faktor:

(8)

a. Tekanan gardan, yang dibedakan atas dasar jumlah

sumbu atau as, roda, dan berat kendaraan

bermotor.

b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang

dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel,

atau_ jenis bahan bakar lainnya selain barhan bakar

berbasis energi terbarukan; dan

c. Jenis penggunaan tahun pembuatan, dan ciri-ciri
mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan
berdasarkan isi silinder.

(9) Dasar Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor

baru berpedoman pada peraturan menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri

mengenai dasar pengenaan PKB.

(10) Dasar Pengenaan PKB untuk selain Kendaraan

Bermotor baal_ ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur dengan berpedoman pada peraturan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

dengan memperhatikan penyusutan nilai jua1
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Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal

6 berbunyi:

Pasal 6

( 1) Tarif PKB ditetapkan sebesar:

a. 1% (satu persen) untuk kepemilikan dan/atau

penguasaan Kendaraan Bermotor pertama dan

seterusnya;

b. 0,5 % (noI koma lima persen) untuk kepemilikan

dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang

digunakan untuk angkutan umum, angkutan

karyawan, ailgkutan sekolah, arnbulans, pemadam

kebakaran, sosia1 keagamaan, Lembaga sosial dan

keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas

nama, Nomor Induk Kependudukan, dan/atau

alamat yang sama.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal IO berbunyi:

Pasal 10

Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya

penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi:

Pasal 13

TaNf BBNKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

5 Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25
berbunyi:

Pasal 25

(1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma

lima persen) .

(2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan

umum dapat ditetapkan sebesar 50% (lima puluh

persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
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6. Ketentuan Pasa1 77 Ayat (3) huruf a dan huruf c serta

ketentuan Ayat (4) dan Ayat (5) diubah, sehingga Pasal

77 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

Pasal 77

(1) Hasil penerimaan pajak provinsi diperuntukkan bagi

kabupaten/kota di wilayah provinsi yang

bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada

Kabupaten/Kota:

1. 50% (lima puluh persen) jika sumber air

berada pada lebih dad 1 (satu) wilayah

kabupaten/kota; atau

2. 80% (delapan puluh persen jika sumber

air berada hanya pada I (satu) wilayah

kabupaten/kota

Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan

kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh
puluh persen); dan

Hasil penerimaan pajak rokok dibagihasilkan

kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh
puluh persen) .

Besaran bagi hasil pajak per kabu_paten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau

potensi antar kabupaten/kota.

Besaran bagi hasil pajak per kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam

besaran bagi hasil pajak per kabupaten/kota di

wila_yah provinsi yang bersangkutan, dengar!

ketentuan:

a. Bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dibagi secara proporsiona1

paling rendah 70% berdasarkan realisasi

penerimaan pajak air permukaan tahun

berjalan pada wilayah Kabupaten/kota,

b.

C.

(2)

(3)
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panjang sungai dan selisihnya dibagi rata

kepada seluruh kabupaten/kota;

Bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional

paling rendah 70% (tujuh puluh persen)

berdasarkan potensi kendaraan yang terdaftar

di Kabupaten/kota yang bersangkutan dan

selisihnya dibagi rata kepada seluruh

kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
dan

Bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional

paling rendah 70c7, (tujuh puluh persen)

berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota

dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh

kabupaten/kota.

Tata cara pengelolaan bagi hasil sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Gubernur

Alokasi bagi hasil pajak per kabupaten/kota

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mengenai

bagi hasil pajak berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b.

C.

(4)

(5)

7. Ketentuan pasal 81 ayat (4) huruf e dihapus sehingga

pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1)

(2)

(3)

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban

pelaporan SPFPD dapat dikenakan sanksi

administrasi berupa denda.

Sanksi a(i_ministrasi berti_pa derIda seba_gaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.

1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan STPD untuk

setiap SPFPD .

Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib

pajak mengalami keadaan kahar kforce majeure\ .
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(4) Kriteria keadaan kahar kforce majeure\ sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) meliputi:

Bencana alam;

Kebakaran;

Kerusuhan massal atau huru-hara;

Wabah penyakit, dan/atau

Dihapus

a.

b,

C.

d.

e.

8. Ketentuan Pasal 85 ditambahkan I (satu) ayat baru,

sehingga Pasa1 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasa1 85

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang

berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan

atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retdbusi Daerah, masih dapat

ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung

sejak saat pajak dan retribusi daerah terutang;

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan

Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 74, hanya

dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya

pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil

negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan

untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan
Retribusi.

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan

Opsen BBNKB berlaku mulai tanggal 5 Januari
2025.

(2)

(3)

10. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

perhitungan penyusutan Nilai Jual Kendaraan

Bermotor diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Oubernur;

1

a.
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b. Tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Ayat (1) huruf a berlaku bagi kendaraan yang

akan melakukan pembayaran setelah Peraturan

Daerah ini d_itetapkan untu_k Tahun Pajak 2026

dan seterusnya.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam l£mbaran Daerah Provinsi

Bengkulu.

2.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 1 April 2026

GUBERNUR BENGKULU
ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 1 April 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ttd

H. HERWAN ANTONI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026 NOMOR I

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (1-32/2026)

Salinan se$uai dengan aslinya
pIt: KEPALA,HIRO FIUKUM,

,M.Si
'mbina Tk. I

NIP. 19721023 199703 1 004
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